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ABSTRAK 

 

Astrid Ivo Fachrizal  :  Tinjauan Pemberlakuan Program Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak 

Pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman 

 

Pembimbing     :   Nita Sofia, S.Pd.,M.Pd.E 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak 

kendaraan bermotor setelah diberlakukannya program pemutihan pajak pada 

SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari perbandingan realisasi 

penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum pemutihan pajak dan saat 

pelaksanaan pemutihan pajak serta dengan tingkat keefektifan dari program 

pemutihan pajak dalam penerimaan pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif dan 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

yang berhubungan dengan penerimaan Pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT 

Kabupaten Padang Pariaman. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengelohan data menunjukan bahwa 

dengan adanya pemberlakuan program pemutihan berdampak baik terhadap 

penerimaan pajak kendaraan bermotor karena dengan adanya pemutihan pajak 

dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sangat efektif 

dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak 

mendapat keringanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

 

Kata kunci : Progam Pemutihan Pajak, Pajak kendaraan bermotor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan 

negara yang sangat berpengaruh besar untuk kemajuan suatu negara. Pajak 

merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Pajak 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu daerah, khususnya dalam 

Pembangunan. 

Jika dilihat dari wewenang pemungutan pajak dibedakan menjadi 2 

yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah (Azhari 

Azis, 2015).  

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 
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jenis pajak yaitu 5 pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. 

Diantaranya pajak yang dipungut oleh provinsi yaitu Pajak Kendaraan  

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dari 

beberapa pajak yang dipungut oleh provinsi salah satu diantaranya memiliki 

potensi yang paling besar dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli 

daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).  

Berdasarkan pasal 3 ayat (1)  Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak kendaraan bermotor 

adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak 

Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan pada 

saat sekarang ini transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan. Mayoritas 

masyarakat saat ini memilih untuk memiliki kendaraan dengan pertimbangan 

kemudahan dan efiiensi. Terlebih lagi dengan adanya kemudahan yang 

diberikan oleh beberapa pihak dalam memberikan kredit terhadap pembelian 

kendaraan kepada masyarakat. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor 

yang menunjang pertumbuhan kendaraan dan salah satu faktor penerimaan 

pajak kendaraan bermotor lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan 

lainya. Dengan adanya peningkatan perkembangan kendaraan bermotor 

tentunya dapat menguntungkan bagi lembaga pemungutan pajak kendaraan 

bermotor dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Selain itu 

Peningkatan pembelian kendaraan bermotor juga dapat meningkatkan jumlah 

wajib pajak bermotor.  
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Padang Pariaman merupakan kabupaten yang ada di Sumatera Barat. 

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 Kabupaten 

Padang Pariaman memiliki jumlah penduduk sebanyak  433.018 jiwa. Dengan 

banyaknya jumlah penduduk ini tentu akan berpengaruh pada tingkat 

penggunaan kendaraan bermotor karena mayoritas masyarakat lebih memilih 

menggunakan kendaraan pribadi. Dengan tingginya jumlah penggunaan 

kendaraan bermotor maka harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap 

membayar kewajiban yaitu dengan membayar pajak kendaraan bermotor akan 

tetapi faktanya keadaan  ekonomi wajib pajak belum tentu selalu stabil.  

Berikut data jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan 

bermotor di SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman : 

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor di SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman 

Sumber : UPTD SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman 

 

No 

 

Jenis Kendaraan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

2020 2021 2022 

A. Mobil Penumpang    

 Sedan 471 443 531 

 Jeep  425 441 524 

 Minibus  5.641 6.063 7.035 

 Mobil Roda 3 2 1 1 

 Microbus 140 131 151 

 Bus 8 8 10 

B. Mobil Barang    

 Pick Up 1.560 1.644 1.866 

 Blind Van 20 23 23 

 Light Truck 595 548 697 

 Truck  125 122 143 

C. Sepeda Motor    

 Roda Dua 34.361 33.681 37.763 

 Roda Tiga 7 10 20 

 Jumlah 43.355 43.115 48.764 
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Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak 

yang membayar PKB di kantor SAMSAT Padang Pariaman pada tahun 2020 

sampai dengan 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah terendah 

dicapai pada tahun 2021 yaitu sebanyak 43.115 wajib pajak. Sedangkan 

jumlah tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan pencapaian yaitu sebanyak 

48.764 wajib pajak yang membayar PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten 

Padang Pariaman. 

 Menurut Sari dkk (2020) Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak 

merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Semakin 

tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka penerimaan PKB juga dapat 

meningkat. Namun tidak dapat dipungkiri dari temuan yang didapat 

dilapangan bahwa dari yang memiliki kendaraan bermotor masih ada yang 

belum melaksanakan kewajibannya kepada negara sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan. 

Berikut adalah objek tunggakan pajak kendaraan bermotor pada 

SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman. 

Tabel 2.Data Jumlah Tunggakan PKB Pada SAMSAT Kabupaten 

Padang Pariaman Tahun 2020-2022 

 

P

ada 

tabel 

No Tahun Kendaraan Bermotor 

(Unit) 

Jumlah Tunggakam  

(Rupiah) 

1 2020 6.893 Unit 7.595.806.700 

2 2021 6.269 Unit 5.891.645.300 

3 2022 7.941 Unit 5.450.768.150 

Sumber : UPTD SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman 
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2 diatas dapat dilihat bahwa objek tunggakan pajak kendaraan bermotor 

mengalami peningkatan. Dengan objek tunggakan pajak kendaraan bermotor 

atau kendaraan yang belum daftar ulang masih banyak wajib pajak yang 

kurang patuh terhadap kewajibannya. Hal ini tentu berdampak pada 

penerimaan pajak. Oleh karena itu agar penerimaan pajak kendaraan bermotor 

bisa terealisasikan secara maksimal dan tunggakan pajak mengalami 

penurunan tentu harus ada upaya dari pemrintah. 

Salah satu  upaya yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah 

daerah dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu 

dengan mengeluarkan kebijakan berupa Program Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 

41 tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administratif Atas Keterlambatan 

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. 

 Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan 

yang dilaksanakan oleh Negara untuk menertibkan para wajib pajak yang 

sudah lama tidak melunasi kewaijbannya untuk membayar pajak kendaraan 

dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama 

periode tertentu (Ferry & Sri, 2020). Pemutihan pajak bertujuan agar wajib 

pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraannya dapat melakukan 

pembayaran pajak pada saat pemutihan. Di dalam program pemutihan ini 

wajib pajak yang menunggak tidak dikenakan denda akan tetapi hanya 

membayar pokok pajaknya saja. Dengan adanya pelaksanaan program 
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pemutihan pajak diharapkan dapat menarik masyarakat yang masih tidak 

patuh bayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sebagai 

upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan daerah Provinsi 

Sumatera Barat dan dana bagi hasil pajak untuk Kabupaten atau Kota serta 

mempedomani Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Pembebasan 

Pokok PKB berlaku untuk PKB yang Menunggak 2 tahun ke atas atau lebih 

dari 5 tahun atau kendaraan dari tahun 2015. Sehingga hanya dipungut pokok 

tunggakan pajak 1 tahun terakhir dan 1 tahun berjalan sesuai dengan jatuh 

tempo pajaknya. Maka pemutihan ini diberlakukan dengan tujuan agar 

masyarakat dapat memanfaatkan keadaan dari kemudahaan yang diberikan 

pemerintah melalui pemutihan pajak. 

Berdasarkan informasi melalui media sosial Instagram 

Bapenda.sumbar, pelaksanaan program pemutihan dilaksanakan pada periode 

tertentu, bisa setahun sekali atau dua kali dalam setahun. Program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor di laksanakan di setiap provinsi melalui Peraturan 

Gubernur (Pergub). Program Pemutihan pada tahun 2021 telah dilaksanakan  

sebanyak dua kali. Untuk periode pertama yaitu pada bulan Juni 2021 yang 

berdasarkan Pergub nomor 17 tahun 2021 lebih ditekankan pada penghapusan 

denda PKB (berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor). Periode 

kedua yaitu pada bulan  Oktober sampai Desember 2021 yang berdasarkan 

Pergub Nomor 41 tahun 2021 lebih ditekankan pada penghapusan denda atas 
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keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB II dan Gratis biaya BBNKB II 

untuk kendaraan mutasi dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 

2022 Program pemutihan dilaksanakan 2 kali. Untuk periode pertama yaitu 

pada bulan Maret sampai Juni 2022 yang berdasarkan Pergub nomor 7 tahun 

2022 lebih ditekankan pada gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) dan gratis denda Pajak Kendaraan Bermotor. Pada Periode 

September sampai Desember 2022 berdasarkan Pergub Sumatera Barat nomor 

99-816-2022 pemerintah memberikan 5 kemudahan yang dikenal dengan 5 

Untung yang mana lebih ditekankan pada pembebasan pokok tunggakan 

pajak,bebas denda PKB, bebas BNKB, bebas denda BNKB dan bebas pajak 

progresif atas kepemilikan satu keluarga. Dan pada tahun 2023 baru satu kali 

dilaksanakan yaitu pada periode Maret sampai Mei 2023 yang mana lebih 

menekankan pada bebas BNKB II dari luar provinsi, Denda BNKB II dan 

PKB dan denda SWDKLLJ. 

Dari pembahasan diatas alasan penulis melakukan penelitian di 

SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman yaitu karena memiliki populasi 

perkembangan kendaraan bermotor yang cukup tinggi seiring tingginya 

jumlah penduduk kabupaten padang pariaman. Dengan banyaknya jumlah 

penggunaan kendaraan bermotor tidak dapat dipungkiri masih banyak wajib 

pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Padahal pemerintah 

khususnya pemerintah daerah sudah memberikan keringanan terhadap wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dengan mengeluarkan 

kebijakan berupa Program Pemutihan Pajak Kendaraan yang sudah 
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dilaksanakan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi masih 

banyak wajib pajak yang menunggak akan pajak kendaraannya. Sehingga 

nantinya akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 

untuk membuat tugas akhir yang berjudul “ Tinjauan Pemberlakuan 

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan 

Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan merumuskan 

permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini adalah  

1. Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah di 

berlakukannya program pemutihan pajak pada SAMSAT Kabupaten 

Padang Pariaman? 

2. Apakah pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak pada SAMSAT 

Kabupaten Padang Pariaman? 

3. Bagaimana pengaruh program pemutihan pajak terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah : 
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1. Untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah di 

berlakukannya program pemutihan pajak pada SAMSAT Kabupaten 

Padang Pariaman. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak pada 

SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman. 

3. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah  : 

1. Bagi peneliti 

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai dampak atau pengaruh dari kebijakan 

program pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor 

pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman, dan hasil penelitian 

diharapakan dapat menjadi pedoman untuk melakukan penelitian yang 

selanjutnya selain itu penulis melakukan penelitian ini sebagai syarat bagi 

penulis untuk memperolah  gelar Ahli Madya pada Program DIII Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. 

2. Bagi kantor SAMSAT 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

kinerja kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman terutama dalam 

meningkatkan penerimaan pajak. 

3. Bagi pihak lain 

a. Masyarakat 

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pajak, 

dan mengetahui pentingnya pembayaran pajak agar patuh dalam 

memenuhi kewajiban dalam perpajakan. 

b. Peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumber 

informasi dan menjadi salah satu referensi kajian teori bagi peneliti 

yang berminat dalam mengangkat  atau mengambil topik pada bidang 

dan permasalahan yang sama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada kantor SAMSAT 

Kabupaten Padang Pariaman mengenai dampak pemberlakukan program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pada 

SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman  penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Padang 

Pariaman setelah di berlakukannya program pemutihan pajak, 

penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang 

signifikan dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan program 

pemutihan pajak 

2. Efektifivitas penerimaan pajak pada saat pelaksanaan program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman 

yaitu dikategorikan Sangat efektif, saat pemutihan pendapatan meningkat 

dan berdampak baik karena dapat mempercepat realisasi penerimaan 

dalam jangka pendek.dan juga membantu masyarakat, Selain itu dengan 

adanya pemutihan pajak realisasai penerimaan pajak sudah melebihi 

terget. 

3. Program pemutihan pajak dapat berperan sebagai kontrol terhadap 

kesadaran pajak. Manfaat dari program pemutihan dapat menjadi kontrol 

bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga 
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pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya, Maka 

saran yang dapat penulis usulkan yaitu : 

1. Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Padang Pariaman 

a. Diharapkan kedepannya dapat melakukan kebijakan pemutihan pajak 

kendaraan bermotor secara rutin setiap tahunnya agar objek 

tunggakan menjadi berkurang dan wajib pajak menjadi sadar untuk 

membayar pajak. 

b. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

pembayaran pajak dan prosedur pembayaran pajak agar wajib pajak 

paham  dan bergerak untuk membayar kewajibannya tepat waktu. 

 

2. Bagi wajib pajak 

a. Bagi wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban  

perpajaknnya tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi. 

b. Sangat dibutuhkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan 

kewajiban pajak kendaraan bermotornya agar tidak sulit untuk 

membayar pajak ditahun-tahun berikutnya. 
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